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ABSTRAK

Dian Ayu L estari. Pengorganisasian Corporate Social Responsibility pada PT.
PP. London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh
Andi Nuraeni Aksa dan Nasrul Hag).

Perusahaan swasta merupakan aset penting dalam sebuah daerah dalam
ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui program sosial yang
dilakukan. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada pengorganisasian
Corporate Social Responsibility pada PT. PP. London Sumatra Indonesia di
Kabupaten Bulukumba melalui penetapan tujuan, pembagian kerja dan pemilihan
serta pelatihan staf. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sgauh mana pelaksanaan program-program sosia yang dilakukan oleh pihak
manajemen perusahaan melalui pengorganisasian Corporate Social Responsibility
PT. PP. London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba.

Jenis pendlitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian
fenomenologi. Informan penelitian berjumlah 6 orang dengan teknik pengumpulan
data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sementara
analisa data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni reduks data,
penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian Corporate Social
Responsibility pada PT. PP. London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba
sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari fasilitas yang diterima karyawan dalam
melakukan pekerjaan, kemudian perelengkapan yang memadai dan staf yang
dibutunkan pada setiap program pertanggungjawaban sosial perusahaan,
kemudian dengan adanya pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur
organisas yang teratur terlihat sesuai dengan mekanisme pengorganisasian, dan
adanya pula pembentukan struktur wewenang dan mekanisme koordinasi yang
cukup baik membuat efektivitas program Corporate Social Responsibility pada
PT. London Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba menjadi Iebih baik.

Keyword: Pengorganisasian, dan Corporate Social Responsibility
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di Indonesia sudah banyak yang mendirikan perusahaan, secara prinsip
perusahaan ini didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Usaha pokok dari perusahaan adalah kegiatan produks yang
menghasilkan berupa barang serta jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah
mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksima dan sebisa mungkin
mencegah kerugian.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan
penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontibusi positifnya
Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha
perusahaan dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara
merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya (Rizal, 2017).

Fitch dalam Hasan (2015: 29), berpandangan bahwa tanggung jawab sosial
merupakan upaya serius perusahaan untuk memecahkan masalah social sebagian
atau keseluruhan merupakan dampak operas bisnis. Upaya pemecahan masalah
dapat dilakukan dengan melakukan identifikass masalah sosial, kemudian
memutuskan masalah sosid mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Tanggung jawab sosial tidak hanya bertujuan untuk melayani kelompok tertentu,

melainkan berbagai kelompok kepentingan lainnya seperti karyawan pelanggan,



pemasok dan lain-lain. Adanya realitas hubungan baru ini dikenal dengan
pemangku kepentingan (Freeman, dkk dalam Hasan, 2015: 27).

Perusahaan dapat menjalankan usaha bisnisnya apabila usaha itu sgjaan
dengan aturan hukum, perusahaan yang mengabaikan aturan hukum akan
mendapatkan sanksi hukum dan socia dari pemerintah dan masyarakat sehingga
sulit kiranya perusahaan untuk dapat bertahan apalagi berkembang dan bersaing
dengan perusahaan lain.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lebih menunjukkan kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas (stakeholder) dari
pada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) berkaitan hubungan antara perusahaan dengan
pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat pemerintah dan
juga kompetitornya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosia dan
Lingkungan Perusahaan dimana pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah
Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.

Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan diatur
dalam pasal 11 ayat 1 Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Perusahaan adalah Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wagjib
melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan Perusahaan antara
lain meliputi : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesegjahteraan rakyat,
bidang lingkungan hidup, bidang seni budaya, bidang kepemudaan dan olahraga,
dan bidang agama.

Kewgjiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan, yaitu daam melaksanakan TJSL perusahaan wajib
melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sosia
dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan
ketentuan perturan perundang-undangan. Tanggung jawab sebuah perusahaan
sangat penting bagi masyarakat apalagi perusahaan ini berdiri ditengah-tengah
masyarakat, sudah kewagjiban perusahaan untuk memberikan bantuan terhadap
masyarakat baik itu berupa infrastruktur atau lainnya. Tanggung jawab ini
memiliki pengaruh yang sangat besar karena apabila perusahaan tidak
menjalankan CSR kepada masyarakat maka akan mendapatkan sanksi hukum dan

dapat merugikan perusahaan.



Adanya redlitas hubungan baru ini dikenal dengan pemangku kepentingan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa tugas mengelola bisnis tidak hanya dijalankan oleh
para pemimpin perusahaan, melainkan melibatkan peran aktif kelompok
pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan bisnis ini tidak akan berjalan dengan
baik, apabila tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari  berbagai
pemangku kepentingan. Carroll mengingatkan bahwa tanggung jawab sosial
korporasi tidak sebatas untuk memenuhi kewajiban ekonomi dan hokum tetapi
jugadalam hal kemasyarakatan.

Tanggung jawab perusahaan sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk
mengedepankan masyarakat setempat, hal ini dilakukan karena masyarakat sekitar
operasi perusahaan memiliki hak sebagai penerima manfaat atas kehadiran
perusahaan ditengah kehidupan mereka. Mengutamakan kepentingan masyarakat
dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, bailk dalam
pengel olaan bisnis maupun implementasi program CSR.

Perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan pada
dasarnya didirikan untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut merupakan
tanggung jawab ekonomi perusahaan, tetapi keuntungan tersebut juga harus
diperoleh tanpa mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis. Termasuk dalam
hal ini saah satu jenis perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial
perusahaan atau (CSR) adalah perusahaan produks karet remah dan lembaran.
Perusahaan industry karet merupakan salah satu jenis perusahaan yang mengelola

dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman industry karet dan



memanfaatkan sisa lateks yang berupa cup-lump sebagai bahan baku produksinya.
Pada tahun 1912 PT. London Sumatra Indonesia berada di Kabupaten
Bulukumba, perusahaan di Indonesia yang memiliki CSR wajib melaksanakan
CSR sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku kepada perusahaan BUMD dan
BUMN.

PT. London Sumatra Indonesia merupakan perusahaan swasta resmi yang
memiliki CSR. Harus mampu melihat kebutuhan masyarakat, utamanya penduduk
yang bermukim di sekitar wilayah perusahaan. Hal ini dianggap perlu dilakukan
mengingat tanggung jawab perusahaan terhadap kebutuhan sosial merupakan hal
yang tidak dapat terelakkan agar mampu menjamin keberlangsungan hasil-hasil
produksi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung berbagai
program-program sosia yang dilakukan oleh pihak mangemen perusahaan
sekaligus agar dapat menciptakan pola hubungan yang harmonis dan seimbang.

Disamping itu, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui Bupati
mendorong untuk pembuatan regulasi terkait penganggaran Corporate Social
Responsibility (CSR). Regulasi ini, mengatur tentang berapa persen per tahun
yang harus dikeluarkan dari persentase keuntungan yang selama ini dimiliki oleh
perusahaan tersebut.

Masih ada perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab
sosial (CSR) dan masih banyak perusahaan yang menganggap kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) hanya merupakan kegiatan sukarela (voluntary).
Perusahaan produksi karet yang merupakan perusahaan yang mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam.



Berdasarkan observasi awa yang dilakukan peneliti, masih belum ada
kejelasan dalam pengorganisasian tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di PT.
London Sumatra Indonesia, sehingga efektivitas dari Program Corporate Social
Responsibility belum maksimal, hal tersebut yang masih sekedar asums peneliti
yang masih asbtrak tentang efektivitas dari program CSR terlihat dari kelompok
kerja perusahaan yang belum diketahui apakah sudah sesuai dengan skil dan
kemampuan untuk di tempatkan diwilayah kerja yang sudah dikuasinya.

Pengorganisasian dalam perusahaan maupun organisasi dapat berjalan
dengan baik jika ada pembentukan kelompok yang menempatkan orang-orang
yang sesuai dengan skillnya, pengorganisasian pula dapat dikatan baik pada suatu
perusahaan ada pendelegasian wewenang untuk mengendalikan beberapa
karyawan melalui koordinasi yang jelas, sehingga mekanisme dalam koordinasi
dapat sesuai dengan prinsip pengorganisasian, sedangkan peneliti menemukan
masih kurangnya koordinasi dalam Departemen Corporate Social Responsibility
di PT. London Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba, sehingga memungkinkan
tidak efektifnya program pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Masih kurangnya informasi, data dan butuh analisis ddam mengkaji
masalaha yang ada, dan berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengorganisasian
Corporate Social Responsibility pada PT. PP. London Sumatra Indonesia di

Kabupaten Bulukumba”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang
menjadi rumusan masalah adalah sebagal berikut: Bagaimanakah
pengorganisasian tanggung jawab sosia perusahaan (CSR) PT. PP. London
Sumatra Indonesia Thk di Kabupaten Bulukumba?
C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengorganisasian
tanggung jawab sosia perusahaan (CSR) PT. PP. London Sumatra Indonesia
Tbk di Kabupaten Bulukumba.
D. Kegunaan Pen€litian
1. Kegunaan teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah
pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) PT. London Sumatra Indonesia di Kabupaten
Bulukumba.
2. Kegunaan praktis
Sebaga masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk
menyempurnakan regulasi dan bagi perusshaan terhadap penerapan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih bermanfaat bagi

lingkungan dan masyarakat.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pengorganisasian
1. Definisi Pengorganisasian

Menurut Terry dalam Winardi (2000), merumuskan fungsi manajemen
yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC).
Organizing atau fungsi pengorganisasian timbul atau diciptakan oleh upaya para
mangjer untuk melaksanakan pengorganisasian. Maka, pengorganisasian dengan
demikian berarti suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam
komponen-komponen yang dapat ditangani, dan aktivitas mengkoordinas hasil-
hasil yang dicapa untuk mencapa tujuan tertentu. Dalam arti luas,
pengorganisasian (Organizing) dapat dinyatakan sebagal proses, yaitu diupayakan
agar struktur organisasi tertentu, cocok dengan sasaran-sasarannya, sumber-
sumber dayanya, dan lingkungannya dalam Winardi (2003: 96).

2. Fungs Pengorganisasian (Organizing)

Menurut Certo dalam Winardi (2003: 22), pengorganisasian atau
Organizing adalah proses, di mana ditetapkan penggunaan teratur, semua sumber-
sumber daya di dalam sistem managemen yang ada. Penggunanaan tersebut,
mekankan pencapaian sasaran-sasaran sistem manajemen yang bersangkutan, dan
ia bukan sgja membantu membuat sasaran-sasaran menjadi jelas, tetapi ia
menjelaskan pula sumber-sumber daya macam apa akan yang digunakan untuk
mencapainya. Organizing adalah suatu proses yang menghubungkan orang-orang

yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya



dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas,
wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan
bidangnya masing-masing dengan terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang
sinergis, koperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah
disepakati bersama. Athoillah (2010: 110-111).

Lebih lanjut menurut Athoillah (2010: 111), menjelaskan bahwa dalam
pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut:

a. Penerimaan faslitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk
mel aksanakan rencana;

b. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang
teratur;

c. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi;

d. Penentuan metode kerja dan prosedurnya; dan

e. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf.

Organizing adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama
sama secara efektif. Seorang mangjer harus mengetahui, kegiatan-kegiatan apa
yang akan diurus, sigpa yang membantu dan siapa yang dibantu, saluran-saluran
komunikasi, pengelompokkan yang diikuti, hubungan-hubungan antara
kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda susunan umum dari kelompok kerja
itu. Jawaban-jawaban untuk persoaan-persoalan ini diberikan dengan cara
pengorganisasian yang efektif. Seharusnya semua pegawal harus; (a) mempunyai
pengertian yang tepat dan ringkas mengenai keperluan-keperluan pekerjaan

mereka; dan (b) mengetahui hubungan mereka dengan managjer langsung dan juga
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dengan mangjer yang lain-lain dalam kelompok kerjaitu. Lagi-lagi “Organizing™
memberikan informasi ini. (Brantas, 2009: 71).

Menurut (Rue.,dkk dalam Rachman, 2015), mengatakan bahwa
organizing is the grouping of activities necessary to attain common objectives and
the assignment of each grouping to a manager who has the authority required to
supervise the people performing the activities. (pengorganisasian merupakan
pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan umum
organisas dan penetapan penanggungjawab untuk masing-masing kelompok
kegiatan tersebut yang akan berwenang untuk mengawas kinerja orang-orang
yang ada di dalamnya).

Pengorganisasian menurut Usman dalam Brantas (2009 :74), idah (1)
penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
organisasi; (2) proses perancangan dan pengembangan suatu, organisasi yang
akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan; (3) penugasan tanggung
jawab tertentu; dan (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada
individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Suhendi,dkk dalam Pastika (2016), pengorganisasian adalah
suatu kegiatan peraturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain
yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta
menggapai tujuan. Sedangkan menurut Nuryadin (2012) (Pastika.,dkk, 2016)
pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai
dengan tujuan organisasi melalui sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang

melingkupinya.
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Pengorganisasian merupakan proses dengan mana struktur organisasi
dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang
spesifik  yang perlu  untuk menyelesaikan semua tujuan organisas,
pengel ompokkan kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis dan tugas
dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab.
(Brantas, 2009: 82). Pengorganisasian merupakan arti dinamis dari organisasi
yang antara lain meliputi kegiatan penyusunan struktur, pengelompokkan atau
fungsionalisasi aktivitas dalam unit-unit departemental, penetapan tugas-tugas,
fungsi dan wewenang serta hubungan antar unit pekerjaan yang satu dengan yang
lain dan juga pengaturan sumber-sumber agar bagian-bagian organisasi dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan ke arah pencapaian tujuan organisasi yang
telah direncanakan. (Silalahi, 1996: 156-157).

Pengorganisasian menurut Handoko dalam Brantas (2009: 74), adalah: (1)
cara mangemen merancang struktur forma untuk penggunanaan yang paling
efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja
organisasi: (2) bagaimana organisas mengelompokkan kegiatannya, di mana
setiap pengel ompokkan diikuti penugasan seorang mangjer yang diberi wewenang
mengawasi anggota kelompok, (3) hubungan antara fungsi, jabatan, tugas
karyawan, (4) cara manger membagi tugas yang harus dilaksanakan dalam
departemen dan mendel egasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.

3. Proses Pengorganisasian
Pengorganisasian sebagai suatu proses akan efektif jika manger

melakukan sekuensi langkah-langkah yang rasional dan sekuensia melalui:
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penjabaran tujuan umum dan tujuan Kkhusus, menetapkan kegiatan,
mengelompokkan tugas-tugas secara fungsional, mendestribusi tugas-tugas ke
dalam unit-unit dan menetapkan wewenang dan sistem hubungan antar unit.
Menjabarkan tujuan umum yang akan dicapai oleh organisasi dan tujuan-tujuan
spesifik atau tujuan-tujuan tigp unit organisas merupakan langkah awal dari
proses pngorganisasian. Tujuan-tujuan spesifik yang harus dicapai oleh tiap unit
organisas harus didasarkan pada tujuan umum. Manger harus menetapkan
tujuan-tujuan ke arah mana seluruh kegiatan organisas dan unit-unitnya
dilakasanakan. (Silalahi, 1996: 164).

Tahap kedua dalam proses pengorganisasian ialah menjabarkan dan
menarapkan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan. Tujuan organisasi menentukan kompleksitas tugas-tugas dan kegiatan
yang harus dilakukan oleh organisasi dan unit-unitnya. Sehingga yang pertama
harus ditentukan oleh manajer adalah tugas-tugas organisasi secara keseluruhan
dan unit-unit organisasi. Berdasarkan tujuan tersebut dijabarkan tugas-tugas
spesifik untuk dilakukan oleh tiap unit organisasi dan bahkan oleh tiap orang.
Tujuan organisasi juga menentukan apa yang harus dikerjakan dan sgjauh mana
yang dilakukan tindakan pengorganisasian kembali atau pengembangan unit-unit
organisas yang diperlukan agar semua kegiatan atau tugas yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan organisasi dapat berlangsung lebih rinci dan operasional.
(Silalahi, 1996: 164).

Tahap ketiga ialah mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas

secara fungsional dalam unit kerja yang praktis. Jika tugas atau kegiatan
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organisas menunjukkan, kompleksitas dan mempekerjakan banyak orang, maka
tugas-tugas dan orang-orang yang melaksanakan tugas yang saling terkait satu
dengan yang lain dikelompokkan menjadi “manageable organizational units” atau
“work packages”. Berdasarkan spesialisasi kerja maupun berdasarkan fungsi atau
departementasi. Pengelompokkan tugas yang saling terkait tersebut ditampakkan
dalam struktur organisasi. (Silalahi, 1996: 164).

Tahap ke empat iadlah menentukan tugas untuk masing-masing unit,
kelompok dan individu-individu dan sumber-sumber fisik yang diperlukan. Ini
mempengaruhi  kualifikasi untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam
pengelompokan tugas dan penugasan orang, perhatian khusus harus diberikan
kepada kemampuan dan bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas
tersebut. Jadi tiap orang diserahi tugas atas dasar kualifikasi mereka sehingga
tidak terbebani oleh tugas atas dasar kualifikasi mereka sehingga tidak terbebani
oleh tugas yang terlalu berat atau terlalu ringan dilaksanakan. Artinya, orang yang
tepat ditempatkan pada tugas yang tepat. (Silalahi, 1996: 165).

Tahap kelima, mangjer menetapkan otoritas tiap-tiap unit organisasi dan
sistem hubungan kerjanya sehingga terdapat koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
Keperluan tipe otoritas dan hubungan responsibilitas antara unit-unit kerja
menetapkan sistem komunikasi dan arus informasi dan mengikat struktur bersama
dan menjadi satu kesatuan yang sungguh-sungguh efektif. Struktur yang
menggambarkan sistem hubungan kerja dan satuan tugas sebaga satu alat dalam
mekanisme koordinasi kegiatan semua kelompok memungkinkan tiap unit

organisas dan tiap individu yang melaksanakan tugas tetap mengarahkan
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kegiatannya kearah pencapaian tujuan organisasi dan tujuan unit serta dapat

meminimasi konflik. (Silalahi, 1996: 165).

Menurut Brantas (2009), ada beberapa penjelasan mengenai proses

pengorganisasian yaitu:

a

Managjer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah profit
motive atau service motive.

Penentuan  kegiatan-kegiatan, artinya manger harus mengetahui,
merumuskan, dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan.

Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya mangjer harus mengelompokkan
kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
K egiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan ke dalam satu
departemen atau satu bagian.

Pendelegasian wewenang, artinya manger harus menetapkan besarnya
wewenang yang akan didel egasikan kepasa setiap departemen.

Rentang kendali, artinya manger harus menetapkan jumlah karyawan pada
setiap departemen atau bagian.

Peranan perorangan, artinya mangjer harus menetapkan dengan jelas tugas-
tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindarkan.
Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang
akan dipakai, apakah line organization, line and staff organization ataukah

function organization.
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h. Struktur (organization chart / bagan organisasi), artinya manger harus
menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan, apa
struktur organisasi “segitiga vertikal, segitiga horizontal, berbentuk kerucut
vertikal/horizontal ataukah berbentuk oval”.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Secara umum Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan
peningkatan kualitas mempunyai kualitas kehidupan mempunya arti adanya
kemampuan manusia sebagal individu anggota masyarakat untuk dapat
menangani keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan
lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara.
Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk
memproduks dampak positif terhadap masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai
proses penting dalam pengaturan biaya yang dikel uarkan dan keuntungan kegiatan
bisnis dari stakeholders baik secarainternal (pekerja, stakeholders dan penanaman
modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota
masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
dalam Rudito (2013: 102), menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility
adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan
tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara
keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Corporate Sosial

Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan
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komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian
sumber daya perusahaan. (Kotler dan Nancy dalam Said, 2015: 24).

Lea daam Hasan (2015: 45), CSR merupakan kewgjiban hukum dan
organisas bisnis atau organisasi lainnya untuk mengelola dampak operasi usaha
mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Kewagjiban ini khususnya melipuiti
bagaimana organisasi berhubungan dengan para pekerja, pemasok, pelanggan, dan
komunikasi dalam operasi bisnisnya, dan juga bagaimana perusahaan melindungi
lingkungan. Pengertian ini mengandung dimensi : kesukarelaan, pemangku
kepentingan, sosia, dan lingkungan.

Hopkins dalam Hasan (2015: 47), CSR berkaitan dengan perilaku
perusahaan yang etis atau bertanggung jawab. Etis atau bertanggung jawab sosial
berarti para pemangku kepentingan bersikap dan berperilaku secara baik agar
diterima masyarakat. Tanggung jawab sosiad merupakan bagian dari tanggung
jawab ekonomi. Tanggung jawab ini meliputi pemangku kepentingan yang ada
baik di dalam atau di luar perusahaan. Tanggung jawab sosiad bertujuan
menciptakan standar hidup yang lebih tinggi serta keuntungan perusahaan bagi
masyarakat yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Pengertian ini
mengandung dimensi: kesukarelaan, pemangku kepentingan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Widjgja dan Yeremia ddam Marnelly (2012), CSR merupakan
bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada masyaraka berupa
bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap menjamin
keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan . Sedangkan Judy dan

Gilbert dalam Hasan (2015: 49), CSR merupakan kewagjiban perusahaan untuk
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pengembangan pemangku kepentingan, dan untuk menghindari serta mengoreksi
setigp konsekuensi negatif yang timbul dari kegiatan usaha. Pengertian ini
mengandung dimensi pemangku kepentingan, dan ekonomi.

Velazguez dalam Suryanto (2013), mengatakan bahwa terdapat suatu
ambigu antara bisnis dan CSR. Disatu sisi tujuan perusahaan pada dasarnya
adalah mencari keuntungan (profi), sementara disis lain dia harus memberikan
sebagian keuntungannya kepada pihak lain, bukan dalam rangka bisnis tetapi
dalam rangka menjalankan fungs dan tanggung jawab sosial. Salah satu konsep
menyebutkan tentang CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis,
beroperas secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan
dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas
local dan masyarakat secara lebih luas. (K Clement Sankat dalam Rudito, 2013:
105).

Menurut Lako dalam Putra (2015), sdah satu keuntungan apabila
perusahaan menerapkan secara berkelanjutan adalah profitabilitas dan kinerja
keuntungan yang semakin kuat. Pengungkapan CSR dalam laporan CSR
digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor ketika akan melakukan
kegiatan investasi dan digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang
mempunyai keberhasilan dalam periode tertentu.

Salah satu defenisi yang cukup mengemuka pada periode ini dijelaskan
oleh Carrol dalam model piramida tanggung jawab sosial. Defenisi tentang
tanggung jawab perusahaan secara |lebih operasional mempunyai empat tingkatan

berdasarkan tingkatan pemenuhannya oleh perusahaan. Keempat tingkatan itu
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adalah pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada tataran ekonomi, hukum,

etika, dan kemanusiaan (Hennigfeld dkk, dalam Hasan, 2015: 30-33).

a. Tanggung jawab perusahaan pada tataran ekonomi. Pada level ini perusahaan

b.

dituntut untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham yang menuntut
perolehan laba atas investasi mereka. Perusahaan memiliki tanggung jawab
pada karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan ggji layak, pada
pelanggan yang menginginkan produk berkualitas baik dengan harga yang
adil dan sebagainya. Perusahaan memiliki tanggung jawab pada penghasilan
barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan
menjualnya dengan keuntungan. Komponen ekonomi ini menunjukkan
bahwa masyarakat membutuhkan bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa
yang dihasilkan untuk mereka. Ini artinya sistem ekonomi kapitalisme
dirancang dan difungsikan agar sesuai harapan masyarakat. Sebagai
imbalannya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa insentif dan
reward. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada tataran ini terjadi
ketika keuntungan ekonomi terpenuhi.

Tanggung jawab perusahaan pada tataran hukum. Pada level ini perusahaan
dituntut untuk memenuhi hukum dalam menjalankan bisnisnya dan tidak
menyimpang dari hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pengaturan ini
dimaksudkan untuk membebani perusahaan, tetapi justru sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, kepatuhan perusahaan membayar
paak, menjaga kuditas produk, menjaga kelestarian lingkungan,

memberdayakan masyarakat sesuai dengan undang-undang, dan lain-lain.
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Pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada tataran ini karena adanya
paksaan aturan hukum dan bukan karena kesadaran.

Tanggung jawab perusahaan pada tataran etika. Pada tataran ini perusahaan
dituntut melakukan apa yang baik, benar, dan adil tanpa adanya paksaan
hukum. Menurut Carrol, tanggung jawab etis adalah praktik bisnis yang baik
sesuai dengan harapan masyarakat yang melampaui kepentingan ekonomi
dan paksaan hukum. Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab
perusahaan sudah menjadi komitmen bisnis yang berasal dari kesadaran
perusahaan sendiri dan bukan dorongan eksternal. Tanggung jawab
perusahaan pada tataran ini juga berasal dari politik etis tentang adanya
kesadaran untuk mengatasi permasalahan sosia dan lingkungan yang
diakibatkan oleh operasi bisnis mereka. Perusahaan menyadari bahwa adanya
masalah sosid dan lingkungan merupakan bagian dari masalah bisnis
mereka

Tanggung jawab perusahaan pada tataran filantropis. Kata “filantropis”
berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti ‘cinta sesama
manusia’. Tanggung jawab sosial pada level ini mencakup isu-isu yang
berkaitan dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup
karyawan, masyarakat setempat, dan pada akhirnya masyarakat umum.
Pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan beragam kegiatan baik dalam
aspek ekonomi, sosia dan lingkungan. Kegiatan CSR aspek ekonomi
misalnya program kewirausahaan perempuan, ketenagakerjaan dan

sgjenisnya. Kegiatan CSR aspek sosia misalnya dukungan kegiatan donor
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darah, membangun koperasi, pembangunan sekolah, dan sarana umum.
Kegiatan aspek lingkungan misalnya penanaman pohon, penghematan energi,
penggunaan produk ramah lingkungan dan sgenisnya. Tanggung jawab
filantropis berasal dari keinginan perusahaan tanpa keterpaksaan dan tanpa
mengharapkan imbalan. Jadi, motivasinya datang dari rasa cinta dan

kehendak untuk memuliakan kemanusiaan.

Menurut Budimanta € al (Mapisangka, 2009), CSR pada dasarnya
merupakan elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup
aspek ekonomi, lingkungan, dan sosia budaya merupakan proses penting dalam
pengelola biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dan stakeholders balk secara
internal  (pekerja shareholders dan penanaman modal), maupun eksterna
(kelembagaan, pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok
masyarakat sipil dan perusahaan lainnya).

Wibisono (Lindawati dkk, 2015), mendefinisskan CSR sebaga suatu
komintmen yang berkelanjutan didunia usaha untuk bertindak secara etis dan
memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat luas untuk peningkatan taraf
hidup pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut Sen dan Bhattacharya
(Vegawati dkk, 2015) mengidentifikasi ada 6 (enam) pokok yang termasuk dalam
Corporate Social Responsibility (CSR), penjelasan ini dapat dilihat pada gambar

di bawah ini:



Dukungan Komunitas

Perbedaaan

Dukungan Karyawan
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Dukungan Komunitas bentuk dukungan perusahaan pada
program-program pendidikan, kesehatan, kesenian dan
sebagainya.

Perbedaan merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak
membedakan dalam hal gender, fisik (cacat), atau ke
dalam ras-ras tertentu.

Dukungan Karyawan yaitu berupa perlindungan
perusahaan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan
sertajaminan keselamatan kerja.

Lingkungan Hidup

!

Lingkungan Hidup yaitu menciptakan lingkungan yang
sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik,
menciptakan produksi-produk yang ramah lingkungan.

Operasi Non-AS

!

Produk

—

Operasi Non-AS yaitu perusahaan bertanggung jawab
untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat untuk
mendapatkan kesempatan bekerja antara lain dengan
membuka pabrik di luar negeri (obroad operation)

Produk yaitu perusahaan berkewajiban untuk membuat
produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu,
melakukan riset dan pengembangan produk secara
kontinyu dan menggunakan kemasan yang bisa di daur
ulang.

Gambar 1.1. Model Tanggung Jawab Sosial

1. Prinsip-prinsip CSR

Menurut Wood dalam Hasan (2015 : 53-54) Prinsip pelaksanaan tanggung

jawab sosial ini adalah memiliki orientasi. Lebih lanjut, prinsip ini terdiri dari :

a) Prinsip Ingtitusional




b)

c)
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Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip legitimasi. Davis (1973), menjelaskan
prinsip ini mengandung etika (nilai kemanusiaan dan tanggung jawab), dan
legitimasi sosial. Disini ada visi bisnis bahwa penggunaan kekuasaan dalam
usaha bisnisnya. Maka konsekuensinya, perusahaan akan dikatakan sebagai
tidak bertanggung jawab jika menyalah gunakan kekuasaan tersebut.
Perusahaan di sini dipahami bukan hanya sebagai institusi ekonomi yang
memiliki kekuasaan mutlak atas kepentingan perusahaan sendiri, melainkan
juga institus yang harus menjaga keharmonisan antara perusahaan dan
masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berperan untuk melakukan kontrol
agar kekuasaan perusahaan tidak disalahgunakan untuk mengeksploitasi
sumber daya yang dapat merugikan banyak pihak.

Prinsip Tanggung Jawab Publik

Melalui prinsip ini, Wood mencoba menjelaskan konsep CSR tentang
perlunya kontrol perusahaan dalam mengelola dampak operas perusahaan
bagi masyarakat. Perusahaan berkewagjiban mengatasi masalah-masalah
sebagal konsekuensi atas kegiatan bisnis dengan mengikuti kinerja hukum
dan kebijakan publik. Sebelum melaksanakan program kemasyarakatan
sebaiknya perusahaan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dampak
bisnisnya. Apabila perusashaan masih terbentur dengan masalah, maka
program yang diberikan kepada masyarakat terkesan sebagai peredam
konflik.

Prinsip Diskresi Manajerial
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Prinsip ini menekankan peran manger selaku agen mora yang memiliki
kebijaksanaan tersendiri dalam domain CSR, meskipun manger harus tetap
menjalankan tanggung jawab berdasarkan aturan, kebijakan atau prosedur.
Jadi, peran mangjer sebagai pelaku bisnis diharapkan tidak hanya mengejar
keuntungan pribadi atau tujuan ekonomi perusahaan, melainkan memiliki
kesadaran dan kebijaksanaan bagaimana perusahaan yang dipimpinnya dapat
mencapal tujuan sosialnya.
2. Proses Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Wood dalam Hasan (2015: 54-56), tanggung jawab sosia
memerlukan kapasitas perusahaan untuk merespon tekanan sosial. Ha ini
menunjukka kemampuan perusahaan untuk beradaptass dengan kondisi
lingkungan di mana perusahaan harus memiliki basis data tentang lingkungan,
kemudian mampu menganalisis data untuk menginiasisasikan tindakan.
Sebagaimana yang kita ketahui lingkungan bisnis dan sosia tidaklah statis tetapi
selau berubah, dinamis sesua keadaan dalam system sosianya. Kemampuan
untuk berhasil merespon lingkungan bisnis membutuhkan pengel olaan mekanisme
yang kompleks dan mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang
dapat terjadi setiap saat.

Menurut Hasan (2015: 54-56), Kemampuan perusahaan dalam proses
tanggapan sosia berfungsi untuk menghubungkan prinsip-prinsip tanggung jawab
sosial dengan hasil perilaku perusahaan. Proses ini meliputi:

a) Penilaian Lingkungan
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Agar diterima masyarakat maka perusahaan harus mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian ini dilakukan dengan proses
assessment untuk mengetahui kondisi lingkungan yang menjadi wilayah
operasi perusahaan. Secara lebih rinci, penerimaan masyarakat terjadi ketika
perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak merusak lingkungan sekitar,
serta menghargai nilai dan norma yang dianut masyarakat untuk menjaga
kelestarian lingkungan.

Manajerial Pemangku Kepentingan

Perusahaan perlu menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan agar
keberadaan perusahaan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Mangjemen ini mengacu pada pemetaan pemangku kepentingan yang
digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana menjalankan hubungan
antar pemangku kepentingan yang saling menguntungkan. Para pemangku
kepentingan meliputi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkepentingan untuk menerima pajak, menambah pendapatan
daerah LSM berkepentingan memberdayakan masyarakat dengan menjalin
kemitraan. Masyarakat okal berkepentingan menerima manfaat baik dengan
bekerja sebagal karyawan atau menerima program CSR. Dengan demikian,
perusahaan membutuhkan manajemen yang dapat memenuhi harapan mereka
untuk menjaga keharmonisan. Apabila berbagai pihak merasakan
kepentingan mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka segala keputusan

dari kebijakan perusahaan akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
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Manajemen Isu

Mangjemen isu berkait dengan kebijakan yang akan dikembangkan untuk
menangani masalah-masalah sosial. Setelah mengenali  motivas,
kepentingan, menentukan identitas, hubungan, dan kekuatan pemangku
kepentingan, selanjutnya perusshaan beralih ke isu-isu yang menjadi
perhatian pemangku kepentingan. Perusahaan hendaknya menyadari bahwa
masalah sosial membutuhkan perhatian mangerial karena munculnya
masalah sosid akan merugikan masyarakat, atau lembaga-lembaga sosia,
atau pihak-pihak yang mampu mempengaruhi tindakan pemerintah ataupun
kebijakan perusahaan.

Perilaku Perusahaan

Menurut Wood dalam Hasan (2015 : 56-57) pedekatan CSR dapat diamati

dari bagaimana perusahaan merespons manfaat, kebutuhan, dan perilaku

tanggung jawab sosial memiliki tigadimensi:

a)

Dampak Sosial

Perilaku perusahaan selama menjalankan bisnis tentunya memiliki dampak
jangka panjang terhadap kondisi sosial. Untuk itu, keputusan-keputusan
perusahaan yang memengaruhi kehidupan masyarakat seharusnya
menghargai nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Nila dan
norma inilah yang menjadi kriteria masyarakat mengenai baik-buruknya
perusahaan. Dampak sosial dapat ditelusuri dengan melihat hasil program

CSR bagi perubahan yang terjadi di masyarakat disetiap priode. Meskipun
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hal ini tidak mudah, tetapi perubahan dituntut untuk dapat mengetahui
capaiannya.

Program Sosial

Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan
program untuk masyarakat setempat. Bantuan yang dapat diberikan berupa
donasi, filantrofi atau community development yang disesuaikan dengan motif
perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program sosial memiliki
langkah-langkah dan instrumen untuk mencapai kebijakan sosial.

Kebijakan Sosial

Adanya kebijakan perusahaan tentang CSR merupakan wujud komitmen
perusahaan. Kebijakan ini sebagai standar operasional perusahaan untuk
memutuskan program yang tepat, baik yang berasal dari keinginan
perusahaan, permintaan masyarakat, atau melalui kolaboras dengan
pemangku kepentingan. Kebijakan sosial secara eksplisit ada pada nilai-nilai
perusahaan, keyakinan, dan tujuan yang berkaitan dengan lingkungan
sosianya.

Stakeholder Perusahaan

Pengertian Stakehol der

Menurut Freeman dan Reed dalam Hasan (2015 : 73), membedakan dua

pemangku kepentingan, yakni pemangku kepentingan dalam arti sempit.

Pengertian pertama, pemangku kepentingan dalam arti sempit adalah suatu

kelompok yang memiliki peran penting untuk mempertahankan dan

menyukseskan perusahaan. Pemangku kepentingan dalam pengertian pertama ini
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adalah pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok.
Sedangkan pengertian kedua, pemangku kepentingan dalam arti luas adalah suatu
kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh
perusahaan. Pemangku kepentingan yang kedua ini adalah pemegang saham,
investor, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, akademisi, aktivis
sosia dan lingkungan, pemerintah organisasi non-pemerintah, pemangku
kebijakan dan sebagainya.

Max Clarkson dalam Hasan (2015: 73), mengatakan bahwa terdapat
kelompok yang mengklaim kepemilikan, hak atau kepentingan dalam perusahaan
dan kegiatannya, baik masa lalu, sekarang atau masa depan. Kedua , kelompok itu
adalah pemangku kepentingan primer (utama) dan sekunder. Kelompok
kepentingan utama adalah kelompok yang memberikan keberlangsungan bisnis
perusahaan yaitu pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan dan pemasok.
Adapun pemangku kepentingan sekunder didefinisikan sebagai mereka yang
mempengaruhi atau dipengaruhi korporas tetapi tidak terlibat dalam transaksi
dengan perusahaan. Mereka ini adalah pemerintah dan masyarakat yang
memberikan infrastruktur, peraturan dan hukum.

2. Pendekatan stakeholder

Istilah stakeholder pertama kali tercatat pada tahun 1960. Pendekatan ini
dikembangkan oleh Edward Freeman (1984) dalam Hasan (2015 : 74).
Pendekatan pemangku kepentingan dimulai dengan melihat adanya berbagai

kelompok korporasi yang memiliki tanggung jawab. Hal ini karena perusahaan
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tidak hanya dikelola untuk kepentingan pemegang saham sendiri melainkan
berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan sah di korporasi.

Menurut Freeman dalam Hasan (2015: 74), yang menyatakan pemangku
kepentingan dalam suatu organisas adalah setigp kelompok atau invidu yang
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Evaan
dan Freeman dalam Hasan (2015: 74), dengan menerapkan dua prinsip sederhana.
Y ang pertama adalah prinsip hak perusahaan, yang menuntut bahwa perusahaan
memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Kedua, prinsip efek
perusahaan bertanggung jawab atas efek dari tindakan mereka pada orang lain.
Dalan dua prinsip dasar tersebut dapat didefiniskan bahwa pemangku
kepentingan korporasi adalah invidu atau keompok, baik yang dirugikan atau
memperoleh manfaat atau haknya dilanggar, atau harus dihormati oleh korporasi.
D. Kerangka Pikir

Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai
rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial, seperti melakukan
suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesgahteraan masyarakat sekitar dan
menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk tidak mampu di daerah
tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun
desa/fasilitas dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang
berada disekitar perusahaan tersebut berada. Pengorganisasin Tanggung Jawab
Sosid (CSR) PT London Sumatra Indonesia Kabupaten Bulukumba harus

memperhatikan Pengorganisasian (Organizing) sebagaiman dijelaskan oleh
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Athoillah (2009): Penetapan tujuan, pembagian kera dan mekanisme koordinasi,
dan pemilihan dan pelatihan kepada staf. Berdasarkan uraian dari kerangka, maka
untuk melihat penelitian ini lebih jelas, berikut penulis mencoba menggambarkan

alur pendlitian seperti yang tampak di bawah ini:

Pengorganisasian (Organizing)

1. Penerimaan Fasilitas, perlengkapan dan Staf
yang diperlukan untuk melaksanakan rencana

2. Pengimpletasian dan pembagian kerja menjadi
struktur organisasi yang teratur

3. Pembentukan  struktur kewenangan dan
mekanisme koordinasi

|

Efektivitas Pengorganisasian
Corporate Social
Responsibility PT London
Sumatera Indonesia di

Bulukumba
-

4 N

)

Gambar 1.2. Bagan Kerangka Pikir

E. FokusPendlitian
Fokus penélitian ini adalah bagaimana pengorganisasian tanggung jawab
perusahaan (CSR) di PT London Sumatra Indonesia terhadap masyarakat.
F. Deskrips Fokus Pendlitian
1. Penerimaan fadlitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk
melaksanakan rencana idah fasilitas dan perlengkapan yang diberikan
kepada staf untuk keperluan menjalankan program tanggung jawab sosial PT.

London Sumatra Indonesia.
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Pengelompokan dan pembegian kerja menjadi struktur organisasi yang
teratur ialah mengelompokkan karyawan berdasarkan kemampuan kerja
masing-masing sehingga terstruktur dengan balk sehingga dalam
melaksanakan program tanggungjawab sosial masing-masing mempunyai
tanggung jawab kerja pada setiap bidangnya.

Pembentukan struktur dan mekanisme koordinas ialah membentuk suatu
struktur pada Bidang CSR sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk
menjalankan program tanggung jawab sosial sehingga mempunyai jalur

koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan program kerja.



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokas Pendlitian

Waktu penelitian direncanakan selama bulan Juli s/d September 2018

setelah seminar proposal. Dengan lokas penelitian berada di perusahaan

PT.PP.London Sumatra Indonesia Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu untuk melihat pengorganisasian

dalam perusahaan PT.PP. Lonsum dan melihat program CSRnya karena banyak

masyarakat yang mengel uh terhadap perusahaan PT London Sumatra Indonesia.

B. Jenisdan TipePendlitian

1

Jenis penelitian

Jenis pendlitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualiatif yaitu
suatu penelitian yang menggunakan geaa-gegaa holistic-konsektual
(menyeluruh dan sesuai dengan konteks), yang diperoleh melalui hasil
pengumpulan data dari latar alami sebagal sumber dengan instrument itu
sendiri (Sugiono, 2012). Hal ini dikarenakan penedliti ingin berupaya untuk
mamahami Pengorganisasian Corporate Socia Responsibilty PT.PP.London
Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba

Tipe pendlitian

Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang
dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan
dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk

mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara
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objektif tentang keadaan dan permasal ahan yang dihadapi. Penelitian ini akan
dilaksanakan agar dapat mendapatkan gambaran secara objektif mengenai
pengorganisasian corporate social responsibility PT.PP.London Sumatra
Indonesia di Kabupaten Bulukumba.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung
terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan
diteliti.

2. Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari sebuah pihak kedua,
ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang
bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan
mengalihnya, seperti data dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat,
foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa dalam desain penelitian deskriptif kualitatif,
jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (key informan) dan
informan sekunder (secondary informan). Informan kunci adalah seseorang yang
dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder yaitu
seseorang yang bisa melengkapi data-data yang sesuai dengan apa yang kita

inginkan sehingga mempermudah peneliti menjelgjahi objek yang diteliti, tetapi
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tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada uraian

dari tabel di bawah ini, yaitu:

Tabd 2.1. Informan Pendlitian

No Nama I nforman Inisial Pekerjaan Keterangan
1 | Rudli, SH RSL | Kabag. HUMASPT. 1 Oran
PP. LONSUM Thbk g
2 | Drs. H. Munawwar Samad | MNS | Staf. Departemen CSR 1 Orang
3 | Drs. Darmawan Said DMS | Staf. Departemen CSR 1 Orang
4 | Rudy Tahas RDT | LSM 1 Orang
5 | Asrul Sani ASS | KepalaDesa Tammatto 1 Orang
6 | Igba Nur IQN Tgkoh Masyarakat 1 0rang
Ujung Loe
Jumlah 6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1

2.

Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terjun langsung ke lapangan selama beberapa

waktu sampal dianggap cukup untuk mengetahui fenomena yang diteliti yaitu

pengorganisasian Corporate Social Responsibility PT.PP.London Sumatra

Indonesia di Kabupaten Bulukumba. Teknik ini digunakan untuk mengetahui

hubungan (relevansi) antara keterangan informan/responden dan data dengan

kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan lansung terhadap objek

penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya.

Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan

yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Bapak Rusli. SH selaku Kabag




Humas PT.PP Lonsum Thk, Bapak Drs. H. Munawwar Samad selaku Staf
Departemen CSR, Bapak Drs Darmawan Said selaku Staf Departemen CSR,
Bapak Rudy Tahas selaku LSM, Bapak Asrul Sani selaku Kepala Desa
Tammatto, Bapak Igbal Nur selaku Tokoh Masyarakat Ujung Loe. Adapun
wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informas penelitian mengenai
pengorganisasian tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di PT.PP.London
Sumatra Indonesia K abupaten Bulukumba

3.  Studi kepustakaan (Dokumen)
Teknik ini digunakaan untuk memperoleh data-data pendukung (data
sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majaah, hasil
penelitian yang relevan, koran, dokumen-dokumen tertulis lain sebagai
referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi menunjukkan
suatu fakta yang telah berlangsung agar memperjelas dari mana informasi itu
didapat, informasi yang didapat telah diabadikan dalam bentuk foto data yang
relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas

penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99), yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)
Reduks data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai
dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan
memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola

serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.
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2. Penygjian Data (display data)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disgjikan dalam bentuk uraian
singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan
melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikas (conclusion drawing and verification)
Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya
data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas
data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam
tigamacam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber
Triangulas sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah
diperoleh melalui beberapa sumber. Daam ha ini peneiti melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasl
pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian
peneliti  melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan
wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan
dokumentasi yang ada.

2. Triangulas Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data dari
sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini

data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan
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dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data
yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid dengan cara
melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data
mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka
berbeda-beda

Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan
melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini
dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum
ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian
kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik

lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskrips Obyek Penelitian
1. Profil Kebun dan Pabrik LONSUM Desa Tammatto Kecamatan Ujung Loe
Kegiatan Kebun Karet dan Pabrik Pengolahan Karet Remah dan Karet
Lembaran PT. PP. London Sumatra Indonesia Thk yang berlokasi di Kabupaten
Bulukumba Provins Sulawesi Selatan sudah memiliki dokumen AMDAL,
dimana pelaksanaan RKL dan RPL telah disetujui oleh Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Bulukumba tangga 11 Desember 2007, Nomor
196/KHL/X11/2007. Kegiatan operasional perkebunan karet dan pabrik
LONSUM, terbagi ke dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu sebagai berikut:
a. Pemakaian Tenaga Kerja Operasional
Jumlah pemakaian tenaga kerja perusahaan selama operasional sampai saat
ini sebesar 2.385 orang. Tenaga kerjaini terdiri dari tenaga kerja mangjemen
dan tenaga kerja non mangjemen. Sesuai data perusahaan saat ini bahwa
tenaga kerja non mangjemen berkomitmen untuk memanfaatkan tenaga kerja
lokal, sedangkan tenaga kerja manajemen direkrut berdasarkan keterampilan
dan keahlian dengan melakukan serangkaian tes seleksi penerimaan tenaga
kerja manajemen.
Selanjutnya dari 2.385 orang pekerja perusahaan saat ini, maka sebanyak
2.032 orang pekerja adalah merupakan tenaga kerja lokal ( 85.2 %) dengan
jumlah tanggungan sebanyak 8.100 orang. Berarti rata-rata 1 orang pekerja

perusahaan ditanggung 3 anak oleh perusahaan PT. PP. London Sumatra
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Indonesia Thk. Sedangkan sistem kesgjahteraan karyawan, diberlakukan gaji
sesuai dengan UMR yang berlaku secara nasional dan juga pemberian paket
kompensasi seperti full cover dalam perawatan serta pemeliharaan kesehatan
karyawan dan berbaga insentif lainnya. Khusus para pekerja di lapangan
misalnya bagian penadahan, pemanenan getah dan bidang pengangkutan
kadang-kadang waktu kerjanya lebih pendek sehingga mereka masih sempat
untuk melakukan aktifitas sampingan misalnya berkebun dan lain-lain.
Kegiatan Operasional Kebun Karet

Mulai dari pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit,
pemanenan, pengangkutan hasil karet ke pabrik hingga peremagjaan areal
tanaman (Replanting).

Kegiatan Operasional Pabrik

Proses dilakukan dalam areal pabrik, yakni mengolah getah karet menjadi
bahan setengah jadi berupa Karet Lembaran dan Karet Remah dengan
kapasitas olah 275 Ton/bulan untuk Karet Lembaran dan 800 Ton/Bulan
untuk Karet Remah.

Kegiatan Sosial

Kegiatan sosia yang dilakukan oleh perusahaan dalam program CSR
(Coorporate Social Responsibility), seperti di bidang Pendidikan, Kesehatan,
Keagamaan, Pemberdayaan Masyarakat, Olahraga dan Kepemudaan, dan
Infrastruktur.

Beberapa hal yang menjadi bukti nyata dilakukan adalah melaksanakan

community development dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, donasi-
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donasi, pemeliharaan/perbaikan jalan, pembangunan sarana sosia bagi
penduduk di kawasannya antara lain Sekolah Dasar (SD) 5 unit, Bala
Pertemuan 3 unit, Lapangan Olah Raga 2 unit, Megjid 5 unit, dan Klinik 3
unit.
2. Program Kegiatan CSR PT. PP. LONSUM Tbk
Program kegiatan ini lebih banyak diorientasikan pada kegiatan-kegaiatan
sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari wujud kepedulian dan tanggung jawab

perusahaan. Adapun program-program yang terealisasikan mulai dari tahun 2016-

2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program Kegiatan CSR PT. PP. LONSUM Tbk

Nama program Keterangan
Bantuan Rehabilitass dan | Program ini dilaksanakan sebagali respon atas
Pembangunan Sekolah kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar

kebun untuk membangun sarana prasarana
sekolah yang memadai.

Bantuan Rehabilitasi dan

Respon atas kebutuhan masyarakat sekitar kebun

Pembangunan Sarana | untuk menjaga, memelihara dan membangun
Ibadah saranaibadah yang baik.

Program Honorarium dan | Program ini sebagai bentuk responsif kebun akan
Insentif  Untuk  Tenaga | pengembangan pendidikan di Bulukumba serta
Pendidik membantu Pemerintah Bulukumba untuk turut

berperan serta dalam memberikan insentif kerja
kepada guru-guru kontrak yang telah mengabdi
di daerah-daerah pelosok khususnya yang ada di
sekitar kebun Lonsum.

Program Beasiswa Lonsum
Cerdas

Sebaga wujud dukungan terhadap kemajuan
dunia pendidikan, pemerataan kesempatan
belgjar bagi para siswa yang berprestasi dan
kurang berprestasi, namun secara ekonomi tidak
atau kurang mampu. Mendorong dan
mempertahankan semangat belgar siswa
sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah
dalam menyelesaikan studi
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Rumah Pintar Palangisang

Salah satu sarana pemberdayaan masyarakat
melalui program-program bimbingan,
pengajaran dan pelatihan keterampilan dan usaha
kecil masyarakat.

Program Tali Kasih Lonsum

Berupa pemberian paket bantuan kepada Panti
Asuhan dan Anak Yatim/Piatu yang ada di
kabupaten Bulukumba.

Program Donor Darah

Bekerjasama dengan PMI dan lembaga lainnya
dalam rangka  membantu penyediaan
ketersediaan darah nasiona khususnya untuk
kabupaten Bulukumba.

Program Bazar Murah

Kerjasama dengan Indofood guna menyediakan
produk keluarga dengan harga yang ekonomis
pada momen perayaan hari besar ataupun hari
raya.

Program Pelatihan Kader
Posyandu

Kegiatan ini ditujukan untuk menghasilkan
posyandu yang berfungs dalam upaya
pencegahan, promosi, identifikas dan rujukan
masalah-masalah gizi terutama yang terkait
dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi dan
balita

Program Lonsum Berbagi

Berupa pembagian daging qurban untuk
masyarakat pada peringatan hari raya ldul Adha.

Program Safari Ramadhan

Berupa kegiatan silaturahmi yang dilakukan oleh
jgaran mangemen kebun untuk bertarawih ke
megid-mesid  sekitar  kebun  sekaligus
memberikan  bantuan  yang  berdasarkan
kebutuhan megjid.

Donas dan

Bencana

Tanggap

Pemberian donasi-donas  untuk  perayaan,
pembangunan/perbaikan fasilitas atau sarana

prasarana  sosidl, pendidikan, budaya,
keagamaan, dan bantuan penyelenggaraan
kegiatan masyarakat.

Sumber: Kepala Bidang PT. PP. LONSUM Tbk Cabang Bulukumba

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa program-

program yang teredlisas tersebut merupakan wujud kepedulian PT. PP.

LONSUM Tbk terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang berada di sekitar

wiayah industri khususnya beberapa desa di wilayah Kecamatan Ujung Loe.

Selain program kegiatan di atas, terdapat beberapa program yang juga berorientas

pada sosial kemasyarakatan seperti lonsum peduli berupa kegiatan sunatan massal
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bekerja sama dengan Polres Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bulukumba dengan maksud untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat kurang mampu di wilayah perkebunan dan sekitarnya. Terdapat pula
program pembukaan jalan desa di sekitar wilayah perkebunan Lonsum dengan
tujuan agar memudahkan aksesibilitas antar desa termasuk akses menuju pusat
kota Kecamatan dan Kabupaten.
3. Struktur Organisasi
Struktur organisas PT. PP. LONSUM Tbk Bulukumba menggunakan

model struktur organisasi garis, dimana pelimpahan wewenang dilakukan secara
vertikal yaitu dari pimpinan tertinggi kepada para bagian atau departemen yang
bersangkutan. Menurut penulis dengan adanya pemisahan fungsi secara jelas,
maka akan dapat menguntungkan seluruh pihak, seperti:
a.  Aruskomunikas yang baik dan lancar di dalam perusahaan;
b. Mampu meminimalisir berbagai konflik yang terjadi dalam pekerjaan;
c. Adanya ketegasan fungsi dan dan tanggung jawab yang jelas dari masing-

masing komponen perusahaan; dan
d. Mampu menciptakan pola hubungan yang harmonis antara karyawan dengan

karyawan yang lain maupun antara karyawan dengan pimpinan di dalam

perusahaan.

Berdasarkan pada beberapa keuntungan dari adanya pemisahan fungs

secara jelas, maka tentunya PT. PP. LONSUM Tbk, akan mampu meningkatkan
hasil-hasil produksinya secara optimal dan efisien. PT. PP. LONSUM, Tbk,

merupakan salah satu perkebunan yang masih membudidayakan tanaman karet
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selain kelapa sawit, kakao, teh, kopi dan sebagal produsen benih kelapa sawit dan
kakao. Operasional PT. PP. LONSUM Tbk bergerak dalam bidang perkebunan
yang terdiri dari: Perkebunan kepala sawit, Perkebunan Karet, Perkebunan Coklat,
Perkebunan Kopi, Perkebunan Kelapa, dan Perkebunan Teh. Perkebunan-
perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan ini tersebar di berbagai daerah-daerah
di Indonesia dan salah satunya berada di Kabupaten Bulukumba.

Adapun bagan struktur organisasi dari PT. PP. LONSUM Tbk, dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1.3. Struktur Organisasi PT. PP. LONSUM Thbk Kabupaten Bulukumba
4. Bidang KerjaPT. PP. LONSUM Tbk Kabupaten Bulukumba

PT. PP. LONSUM Tbk Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah
perusshaan ternama milik asing yang berada di Indonesia. Perusahaan ini

berorientasi pada bidang perkebunan dengan kegiatan yang mencakup budidaya,
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pemanenan, dan pengolahan kelapa sawit, karet, coklat, kopi, teh, serta penjualan
bibit kelapa sawit berkualitas. Dalam pel aksanaan opreasiona perusahaannya, PT.
PP. LONSUM Tbk mempunyal struktur organisasi berdasarkan pembagian kerja
sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat berjalan secara maksimal
dan memuaskan. Adapun Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direks,
Presiden Direkur, Sekretaris Direksi, Kabag. Komunikasi Perusahaan, Kabag.
Internal Audit dan Mangemen Resiko, Kabag. Personaia, dan Kabag. Umum
yang ada dalam struktur organisasi perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
a Dewan Komisaris
1) Meakukan pengawasan terhadap kerja masing-masing direks;
2) Memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
perusahaan, gedung dan kekayaan perusahaan;
3) Memiliki hak untuk meminta berbagai macam informasi yang terkait
dengan kepentingan perusahaan;
4) Memiliki hak atas beban perusahaan serta dapat meminta bantuan dari para
ahli dalam melakukan sebuah pemeriksaan;
5) Memiliki hak dalam pertimbangan dan keputusan laporan tahunan dan
program kerjatahunan dari Presiden Direktur; dan
6) Memiliki hak untuk menyetujui segala kebijaksanaan Presiden Direktur
dalam menggunakan kekayaan perusahaan secara obyektif.
b. Presiden Direktur
1) Memiliki hak dalam pembuatan kebijakan jika diperlukan;

2) Pengaturan srategi perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar;



3) Melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap setiap kebijakan
keuangan yang sebelumnya telah di buat oleh bagian keuangan termasuk
di dalamnya yang berkaitan dengan anggaran belanja dan biaya
perusahaan; dan

4) Segala strategi dan kebijakan yang telah di buat dapat dipertanggung
jawabkan di hadapan Dewan Komisaris.

Sekretaris Direksi

1) Memiliki tanggung jawab terhadap Presiden Direktur;

2) Memiliki peran selaku sekretaris perusahaan;

3) Berwenang dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terdapat
di perusahaan;

4) Berperan sebaga pimpinan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
administrasi perijinan dan dokumentasi; dan

5) Menaungi Legal Affair Manager.

Kabag. Komunikasi Perusahaan

1) Memiliki tanggung jawab terhadap Presiden Direktur;

2) Sebagai pimpinan dalam pengelolaan bidang komunikasi termasuk dalam
hal: (a) Melakukan konsolidasi informasi terkait kegiatan perusahaan, (b)
Sebagal penyedia sarana komunikasi baik dalam maupun luar perusahaan,
(c) Menciptakan hubungan yang baik dengan pers media (wartawan).

Kabag. Internal Audit dan Managjemen Resiko

1) Bertanggung jawab terhadap Presiden Direktur;

2) Sebagai pimpinan dalam pengelolaan internal audit dan mangjemen resiko;
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3) Memiliki hak dalam pembuatan kebijakan risk management;

4) Memiliki hak dalam pembuatan audi dan melakukan persigpan terhadap
laporan audit;

5) Memastikan agar perusahaan telah memiliki dan menjalankan seluruh
standar yang ada; dan

6) Menanungi Internal Audit Manager dan Risk Management Manager.

Kabag. Personalia

1) Memiliki tanggung jawab terhadap Managing Director HR dan GS,

2) Pimpinan dalam pengelolaan dan pengendalian segala aktivitas dan
kegiatan pengembangan SDM untuk mendukung pencapaian bisnis;

3) Memiliki hak untuk melakukan pengembangan strategi dan sistem
pengembangan SDM; dan

4) Menaungi HR Services Manager, HR Planning dan Recruitment
Manager .

Kabag. Umum

1) Memiliki tanggung jawab terhadap Managing Director HR dan GS;

2) Sebagai pimpinan dalam pengelolaan dan pengkoordinasian segala
aktivitas yang terkait dengan pelayanan umum, kesehatan dan keamanan
kerja para karyawan;

3) Sebagai penyedia berbaga macam sarana-sarana pendukung unuk
menunjang aktivias operas perusahaan agar dapat berjalan optimal; dan

4) Menaungi atau membawahi Support Facilities Manager, Health and

Safety Manager dan GS Administration Staff.
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B. Pengorganisasian Corporate Social Responsibility Pada PT. PP.
LONSUM Indonesia Thk di Kabupaten Bulukumba

Pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah
organisas termasuk pada perusahaan dengan maksud agar sasaran-sasaran yang
telah ditargetkan tersebut dapat tercapal secara maksimal. Pengorganisasian bukan
hanya sekedar pembagian kerja antar bidang atau departemen yang ada dalam
sebuah organisasi sgja, akan tetapi pengorganisasian juga merupakan kegiatan
pengkoordinasian berbaga aktivitas yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai
dengan rencana sebelumnya dan sekaligus sebagai sebuah upaya dalam
mencocokkan struktur organisasi agar dapat berjalan dan sesuai dengan sasaran
yang ditentukan.

Demikian pula pengorganisasian Corporate Social Responsibility (CSR)
pada PT. PP. LONSUM Indonesia Thk di Kabupaten Bulukumba harus dapat
diaktualisasikan untuk menunjang berbagai kepentingan perusahaan termasuk
meminimalisir berbagai konflik yang mungkin sga terjadi baik secara internal
maupun eksternal. Oleh karena itu dalam pendlitian ini, penulis mencoba untuk
lebih memfokuskan pada pengorganisasian perusahaan dalam hal; 1) penerimaan
fasilitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. 2)
Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. 3)
pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Pembahsan dari

tiga deskripsi fokus tersebut ialah:



47

1. Penerimaan fadlitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk
mel aksanakan rencana

Melaksanakan program Corporate Socia Responsibility pada PT. London
Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba butuh suatu pengorganisasian yang
dapat menunjang suatu kinerja yang efiktif. Untuk mencapai target dari tujuan
dalam menjalankan program tersebut maka di butuhkan fasilitas dan perlengkapan
pada karyawan yang memadai untuk keperluan pelaksanaan program.

Program kegiatan yang banyak berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosia
kemasyarakatan sebagai bagian dari wujud kepedulian dan tanggung jawab
perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya seperti program
rehabilitass pembagunan sekolah, program bantuan beasiswa lonsum, dan
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut harus melalui proses perencanaan
yang matang sehingga pada pelaksanaannya dapat sesuai kondisi yang ada, dan
padatahap itu PT. London Sumatra Indonesia yang merupakan pel aksana program
CSR harulah dapat memberikan suatu fasilitas dan perlengkapan pada staf dalam
menjalankan suatu rencana program yang ada.

Meninjau segauh mana pemberian fasilitas dan perlengkapan pada
karyawan tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan dengan Kepala
Bagian Humas PT. PP. LONSUM Tbk di Kabupaten Bulukumba yang
mengatakan:

“pada program CSR di perusahaan London Sumatra Indonesia ini

perusshaan melengkapi segala kebutuhan para staf yang ada pada

lingkunga kerja CSR, ada komputer untuk menunjang kerja karyawan, ada
mobil operasional untuk meninjau lokas yang menjadi target kegiatan

CSR, semua telah dilengkapi fasilitas”. (Hasil wawancara dengan Bapak
RSL, padatanggal 27 Agustus 2018).
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Sesuai dengan hasil wawancara oleh informan di atas, maka dapat
diketahui bahwa dengan adanya pemberian fasilitas dan perlengkapan pada
karyavan untuk melaksanakan rencana dari program Corporate Socia
Responsibility menjadi suatu acuan untuk mencapai target dari program yang
telah direncakan, ha tersebut dapat menunjang efektivitas pada kinerja
perusahaan PT. London Sumatra Indonesia. Seperti perlengkapan aat kantor yang
dapat mempermudah para karyawan dalam bekerja, kendaraan operasional yang
membantu para karyawan sesual pada bidang kerja masing-masing terasa mudah.

Dalam suatu pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan alat atau sarana
pendukung yang digunakan dalam aktivitas sehari — hari di perusahaan tersebut,
fasilitas yang digunakan bermacam-macam bentuk, jenis maupun manfaatnya,
disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, kata fasilitas
sendiri berasal dari bahasa Belanda “faciliteit” yang artinya prasarana atau
wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas juga bisa
dianggap suatu alat.

a. Penerimaan Fasilitas dan Perlengkapan

Penerimaan Fasilitas merupakan perlengkapan yang mendukung aktivitas
kegiatan yang ada di perkantoran, seperti perabot kantor (mea, kursi, lemari)
peralatan elektronik (komputer, mesin fotocopy, printer), perlengkapan aat
keselamatan kerja (sepatu safety, kaos tangan, helm), Alat transportasi, yaitu
semua jenis peralatan yang digunakan untuk membantu terlaksananya aktivitas
CSR perusahaan seperti kendaraan. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang ada

banyak faktor yang mendukung, salah satu diantaranya adalah fasilitas kerja
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karyawan merupakan faktor pendukung bagi kelancaran tugas yang mereka
kerjakan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan.
Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan staf CSR PT. PP.
LONSUM Tbk di Kabupaten Bulukumba terkait dengan penerimaan fasilitas,
perlengkapan dan staf yang diperlukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
“Selama ini, pihak kami selalu diberi fasilitas dan perlengkapan dalam
menunjang pekerjaan kami, tidak mungkin kami bekerja dengan baik jika
tidak ada fasilitas dan perlengkapan yang berikan perusahaan untuk
melaksanakan prorgam CSR, seperti pada program tali kasih lonsum, kami
membutuhkan kendaraan operasional untuk meninjau panti asuhan yang
berada pada sekitaran lingkungan daerah perusahaan berdiri, jadi ada

fasilitas yang karyawan dapatkan”. (Hasil wawancara dengan Bapak MNS,
apdatanggal 27 Agustus 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa
dengan adanya pemberian fasilitas dan perlengkapan pada karyawan yang
dibutuhkan dalam melaksanakan suatu program Corporate Social Responsilibity
dapat membantu para karyawan yang telah ditugaskan berdasarkan pembagian
kerja masing-masing, hal tersebut telah menunjukkan dalam pengorganisasian
yang dilakukan PT. London Sumatra Indonesia berjalan dengan baik dengan
adanya pemberian fasilitas dan perlengkapan pada karyawan.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah satu anggota
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di sekitar lingkup PT. London
Sumatra Indonesia yang mengatakan sebagai berikut:

“sebagai anggota LSM yang merupakan bagian dari tanggungjawab

perusshaan sering mendapat faslitas untuk menunjang kehidupan

lembaga, ada bagian tertentu pada PT. London Sumatra Indonesia yang
memang bertugas pada bidangnya untuk memberikan bantuan, seperti

pada kegiatan kemasyarakatan ada fasilitas yang disediakan perusahaan
melalui departemen CSR untuk di berikan pada kegiatan-kegiatan
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tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak RDT, padatanggal 28 Agustus
2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa dalam pengorganisasian pada Departemen Corporate Social Responsibility
PT. London Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba yang diberikan suatu fasilitas
dan perlengkapan dalam melakukan program tanggungjawab sosia perusahaan
sudah efektif, hal tersebut terlihat dari adanya suatu fasilitas baik yang perusahaan
berikan kepada karyawan yang pada bidang dan fungsinya untuk melaksanakan
suatu program dan pada kegiatan kemasyarakatan yang pula diberikan fasilitas
untuk mensuksesi agenda tersebut, pada tahap ini proses pengorganisasian yang

dilakukan PT. Lonsum cabang Bulukumba sudah cukup baik.

Pemberian fasilitas dan perlengkapan yang merupakan bagian dalam
pengorganisasian memiliki dampak yang efektif dalam melakukan suatu program
sosial kemasyarakatan pada lingkup PT. London Sumtra Indonesia, dengan
adanya fasilitas tersebut maka efektivitas pada program Socia Kemasyarakatan
dapat dikatan baik, sebagaimana pernyataan wawancara yang dilakukan peneliti
diatas adanya perlengkapan aat kantor dan kendaraaan operasional tersebut maka
karyawan dapat senantiasa bekerja dengan baik. Sehingga tujuan dari program
CSR dapat tercapai.

b. Staf yang di Perlukan

Suatu perusahaan dalam menjalankan program terutama pada departemen

Corporate Social Responsibility PT. London Sumatra Indonesia Cabang

Bulukumba tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia
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yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kesuksesan
perusahaan dalam mencapal tujuannyatidak lain terletak kepada seberapa banyak
kontribusi sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan tersebut. Sumber
daya manusia merupakan asset yang sangat berharga dan tidak dapat disamakan
dengan mesin ataupun alat-alat produksi lainnya yang ada dalam perusahaan.

Pada penelitian ini PT. London Sumatra Indonesia pada Departemen
Corporate Socia Responsibility (CSR) menganggap perlu adanya karyawan pada
departemen tersebut, untuk mengetahui karyawan yang diperlukan dalam
menjalankan program tersebut maka Peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan staf Departemen CSR PT. PP. LONSUM Tbk di Kabupaten Bulukumba
terkait staf yang diperlukan yang mengatakan:

“pada dasarnya setiagp departemen dan bagian-bagian dalam departemen

perlu ada karyawan yang mampu mengelola bidang tersebut, maka kami

seluruh karyawan yang ada pada departemen CSR ini merupakan bagian
yang paling penting dalam menjalankan program pertanggungjawaban
sosial perusahaan, dan setigp bidang pada depertemen ini sudah punya
wilyaha kerja masing-masing, seperti staf kantor, dan yang bekerja

dilapangan”. (Hasil wawancara dengan Bapak DMS, pada tanggal 28
Agustus 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa salah satu pengorganisasian yang dapat mengektivitaskan program kerja
Corporate Social Responsibility yaitu dengan adanya karyawan yang bekerja pada
bidang yang telah ditentukan dalam menjalankan suatu program sosia
kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dikatakan cukup baik pada salah satu
indikator pengorganisasian yang terbukti pada observasi yang dilakukan peneliti

menemukan adanya karyawan yang berada pada bidang departemen Corporate
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Socia Responsibilty yang mengelola program pertanggungjawaban sosia
perusahaan tersebut.

Tujuan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR yang diatur dalam
Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat
bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umunya.
Tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR juga bertujuan sebagai bentuk
tanggungjawab perusahaan untuk mengatass dampak dari keputusan-keputusan
dan kegiatan-kegiatan perusshaan. Akan tetapi semua itu dapat efektif
dilaksanakan jika ada pengorganisasian dalam seuatu perusahaan yaitu salah
satunya pemberian fasilitas dan perlengkapan untuk dipergunakan karyawan
dalam bekerja untuk suatu program tanggungjawan perusahaan.

Senada dengan hal tersebut kemudian peneliti melanjutkan wawancara
dengan Kepala Desa Tamatto yang berada di sekitar lingkungan Perusahaan PT.

Lonsum Cabang Bulukumba yang mengatakan:

“sudah ada beberapa fasilitas yang telah diberikan PT. Lonsum kepada
masyarakat yang berada di sekitar perkebunan perusahaan, seperti
membangun sarana pendidikan, pendirian sarana ibadah, pendonoran
darah, dan pasar murah itu semua merupakan program CSR dari
perusahaan Lonsum, dan yang saya lihat pada saat karyawan CSR kelokasi
yang menjadi tujuan dari program tersebut terbagi-bagi, berbeda karyawan
yang menangani pada setiap program tersebut, dan fasilitas pada setiap
karyawanpun berbeda-beda” (hasil wawancara dengan bapak ASS, pada
tanggal 28 Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa pemberian fasilitas dan perlengkapan pada setiap bidang pada departemen

Corporate Social Responsibility PT. London Sumatra Indonesia berbeda-beda, hal
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tersebut menunjukkan bahwa dalam mengorganisasikan setiap karyawan pada
bidang kerja masing-masing memiliki fasilitas yang berbeda dalam melaksanakan
program tanggungjawan sosial masyarakat, seperti halnya pendirian sarana
pendidikan yang terkhus ada bidangnya yang mengelolah program tersebut. Jadi
dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pengorganisasian pada PT. Lonsum
tersebut sudah cukup baik.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah tokoh masyarakat
Ujung Loe yang mengatakan sebagai bverikut:

“saya tidak terlalu sering ke kantor CSR Lonsum, jadi untuk fasilitas dan

perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk program CSR saya tidak

terlalu mengetahui, tetapi biasa pada pada saat ada bantuan untuk kegiatan
masyarakat ada orang tertentu yang selalu saya temui, kadang mereka
menyediakan berbagai perlengkapan sebagai bantuan dari perusahaan dan
ada bantuan berupa donas dana untuk kegiatan yang kadang kami
adakan”. (Hasil wawancara dengan bapak IQN, pada tanggal 28 Agustus

2018)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa fasilitas dan perlengkapan yang ada pada bidang kerja dari program
tanggungjwab sosial perusahaan adalah menyediakan berbagai keperluan yang
bisa dikeluarkan perusahaan untuk diberikan kepada kegiatan kemasyarakatan
yang berada pada lingkungan perusahaan berdiri. Hal tersebut terlihat dari
berbagal fasilitas dan perlengkapan serta karyawan yang dibutukan perusahaan
untuk melakukan program tanggungjawab sosial perusahaan yang berorientas
pada efektivitas program Corporate Social Responsibility PT. London Sumatra
Indonesia Cabang Bulukumba.

Penerimaan fasilitas, perlengkapan dan staf yang dibutuhkan dalam

melakukan rencana merupakan salah satu indikator dari pengorganisasian PT.



London Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba, dari berbagal wawancara yang
dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap pengorganisasian
di PT. Lonsum tersebut sudah cukup baik, hal tersebut dapat ditinjau dari beragai
fasilitas dan perlengkapan yang telah diterima oleh karyawan yang berada
diberbagai bidang kerja Departemen Corporate Social Responsilbity untuk
melakukan program yang telah ada pada bidang pertanggungjawaban sosia
perusahaan. Bahkan penerimaan bantuan dari program CSR tersebut yang
diberikan kepada masyarakat maupun untuk sarana ibadah pendidikan dan
kesehatan dilakukan karyawan yang telah diposisikan dalam melaksanakan
berbagai agenda program tanggungawan sosial perusahaan.

2. Pengelompokan dan Pembagian Kerja Menjadi Struktur Organisasi yang

Teratur.

Perusahaan akan baik jika sumber daya manusia didalamnya telah mampu
melaksanakan pekerjaan masing — masing dengan jelas, spesifik, serta tidak
memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Maka
dengan adanya suatu pengelompokan dan pembagian kerja agar menjadi struktur
organisas yang baik maka prinsip pengorganisasian dibutuhkan perusahaan agar
tujuannya dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian membagi
duaindikator dalam mengukur pengorganisasian tersebut yaitu:

a. Pengelompokan dan Pembagian kerja

Pengelompokan dan pembagian kerja merupakan penjadwalan kerja pada

karyawan pada suatu perusahaan yang berfungsi agar tidak terjadi benturan kerja

yang dalam mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing
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karyawan atau unit kerja agar lebih teratur. Dalam perusahaan memilki tingkat
mangemennya masing-masing mulai dari tingkat manajamen paling atas sampai
paling bawah, sehingga menjadi suatu struktur organisasi yang teratur.

Untuk mengetahui hal tersebut maka pertama peneliti melakukan
wawancara dengan Kepaa Bagian Humas PT. London Sumatra Indonesia yang
mengatakan:

“setiap karyawan yang ada pada PT. London sumatra indonesia sudah di

tempatkan sesual dengan kapasitas atau skill yang dimilikinya, seperti

halnya pada departemen CSR pertama dikumpulkan berdasarkan skill
karyawan masing-masing seteleh itu kemudian dibagi bidang dalam
pekerjaan masing-masing, seperti kelompok staf CSR yang mengurusi
setiap laporan, dan pekerjaan lapangan yang meninjau lokasi pada program

CSR” (Hasil wawancara dengan bapak RSI, Pada Tanggal 28 Agustus

2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa dalam pengorganisasian yang perlu di lakukan perusahaan adalah
mengelompokkan dan membagi setigp tugas para karyawan sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya, pembagian kerja tersebut megadi suatu acuan
dalam melaksanakan program tanggungjawab sosia perusahaan agar lebih efektif,
hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan adanaya
pemilihan karyawan yang akan ditempatkan pada bidang sesuai dengan skillnya,
berdasarkan dengan job description tersebut para karyawan pada Departemen
Corporate Social Responsibility dibagi pada bidang masing-masing sesuai dengan
kemapuan yang dimilki.

Kemudian penditi melanjutkan wawancara dengan salah satu Staf

Departemen Corporate Social Responsibility yang mangatakan:
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“dalam pengelompokan dan pembagian kerja pertama kami diperkenalkan
tentang mis dari perusahaan di wilayah pertanggungjawaban sosia
perusahaan, kemudian kami di kelompokkan dari berbagai jenis pekrjaan,
seperti kelompok kerja dibidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
merupakan bidang yang sesuai dengan skil diberilah kami posisi-posisi
pada pekerjaan masing-masing yang sudah tergabung dalam kelompok itu
supaya jelas tugasnya sesuai dengan job description”. (Hasil wawancara
dengan bapak MNS, padatanggal 28 Agustus 2018)

Susuai hasil wawancara pada informan diatas, maka dapat diketahui
bahwa dalam membentuk suatu struktur organisasi yang pertama kali harus
diketahui ialah misi, tugas dan tujuan yang ingin dicapa pada perusahaan
tersebut. Jenis pekerjaan harus dibagi dalam kelompok yang kemudian dalam
wilayahnya dapat dikerjakan oleh karyawan sesuai dengan skill dan job
descriptionnya, seperti karyawan yang berada pada bidang kesehatan, pendidikan
dan infrastruktur meruapakan pengelompokan karyawan yang punya kemampuan
atau skil pada perkerjaan tersebut. Sesuai  dengan tugas dan posisi pada pekerjaan
yang telah dibagikan pada karyawan tersebut, sehingga tidak ada yang rangkap
dalam melakukan program CSR, dan tidak pulah timpang tindih sehingga mampu
mengerjakan tugasnya.

Pekerjaan yang dibagi-bagi artinya pengorganisasian akan dapat berjalan
bila ada pekerjaan yang akan dikerjakan karena adanya pembagian kerja, hal itu
terlihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa pada setiap unit kerja
perusahaan utamanya pada departemen Corporate Social Responsibiity sudah ada
pembgian kerja dalam menata pekerjaan yang mengel ompokkan setiap karyawan
berdasarkan skill yang dimilki.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah anggota Lembaga

Swadaya Masyarakat yang berada pada lingkup perusahaan mengatakan:
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“memang ada pembagian job pada departemen CSR PT. London Sumatra
Indonesia, saya biasa melihat adanya orang berbeda pada setigp unit
pekerjaan dalam kegiatan yang diadakan departemen CSR itu, tidak
mungkin satu orang yang dapat melakukan pekerjaan pada semua kegiatan

pasti terbagi-bagi”. (Hasil wawancara dengan bapak RDT, pada tanggal 28

Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa berjalannya program kerja haruslah ada yang mengerjakan dan memiliki
skill pada karyawan tersebut, ha tersebut terlihat dari pernyataan anggota
Lembaga Swadaya Masyarakat jika ada kelompok kerja dalam Departemen
Corporate Socia Responsibility yang berbeda-beda dalam melakukan aktivitas
program kerja yang ada, dengan adanya pembagian kerja tersebut,
pengorganisasian dalam suatu perusahaan sudah dikatan cukup baik karena tanpa
suatu struktur organisasi yang teratur dan tanpa adanya Job Description maka
pencapai an tujuan akan terhambat.

Pembagian kerja akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus
dicapai oleh seorang pgabat yang memegang jabatan tersebut. Pembagian
pekerjaan ini menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluas
pekerjaan bagi pejabat yang memegang jabatan itu. Pembagian kerja yang kurang
jelas akan mengakibatkan seorang pejabat kurang mengetahui tugas dan tanggung
jawabnya. Hal ini mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak beres. Disinilah letak
pentingnya peranan pembagian kerja dalam setiap perusahaan.

b. Srtuktur Organisas yang teratur
Menentukan struktur organisasi dengan teratur tentunya dengan jalan

mengembangkan struktur yang mengarah pada pemberian keleluasaan karyawan

untuk dapat mengembangkan daya inovasi dengan maengacu ke arah responsif
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terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini pula dapat memberi kesempatan kepada
para karyawan agar bekerja lebih menggunakan daya kreativitas yang tinggi
dengan kebebasan yang bertanggungjawab.

Peneliti kemudian malanjutkan wawancara dengan salah satu Staf
Departemen CSR PT. London Sumatra Indonesia yang mengatakan:

“penempatan setiap karyawan yang berada pada PT. Lonsum ini harus

dilihat dari skill dan kemampuan dalam menjaankan pekerjaan yang nanti

akan diberikan, jadi dalam setiap kelompok kerja masing-masing
karyawan pasti sudah memilki skil yang berbeda-beda, jadi tingga
ditempatnya pada bagian apa para karyawan akan melakukan

pekerjaannya”. (Hasil wawancara dengan bapak DMS, pada tanggal 28

Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui
bahwa dalam perusahaan maupun organisasi pembagian kerja merupakan
keharusan sebab tanpa adanya pembagian kerja kemungkinan terjadinya tumpang
tindih tugas yang menjadi sangat berat, pembagian kerja akan menghasilkan
departemen-departemen dan job description dari masing-masing unsur sampai
unit-unit terkecil dalam perusahaan.

Hal ini sesuai dengan hasil observas penulis selama di lapangan yang
menemukan bahwa adanya suatu struktur kerja dalam departemen CSR yang
menempatkan setiap karyawan pada unit kerja yang ada, pengelompokan
karyawan berdasarkan kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan yang sama, dan saling
berkaitan dalam satu departemen.

Senada dengan hal tersebut peneliti kemudian melanjutkan wawancara

dengan Kepala Desa Tammato yang mengatakan:

“sudah jelas ada pengelompokan dan pembagian kerja pada departemen
CSR, jika tidak ada pasti akan rancu program dari perusahaan itu, seperti
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adanya unit kerja pada depatemen CSR yang memang khusus di
infrastruktur, ada yang mneyediakan alat berat dan segala kelengkapan
kerja pada wilayah infrastruktur, tidak mungkin orang yang tidak memiliki
pengalaman pada wilayah infrastruktur akan diberikan tugas untuk
menjalannya”. (Hasil wawancara dengan bapak ASS, Pada tanggal 28
Agustus 2018)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diatas menjelaskan
bahwa pengorganisasian yang dilakukan PT. London Sumatra Indonesia Cabang
Bulukumba dengan mengelompokkan setiap karyawannya dan membagi setiap
unit pekerjaan sudah baik, ha tersebut terbukti dengan adanya kemlompk kerja
yang bekerja berdasarkan kemampuan yang dimilki setiap karyawan, agar
pekerjaan tidak berbenturan dan tidak terjadi kacau. Dengan adanya
pengelompokan dalam unit kerja tersebut secara tidak langsung kita dapat
mengetahui jika dalam kelompok kerja kerja tersebut ada struktur organisasi yang
mengatur jalnnya suatu kegiatan.

Kemudian lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu
tokoh masyarakat yang berada di sekitar PT. London Sumatra Indonesia
mengatakan:

“kalau bagaaimana pengelompokan kerjanya CSR PT. Lonsum saya tidak

terlalu paham, karena hanya orang di perusahaan yang paham bagaimana

pembagian kerjanya, tetapi yang selama ini saya lihat kalau ada program
tanggungjawab sosial karyawan itu bermacam-macam yang ada dilokas,
seperti kalau ada program perbaikan fasilitas ada karyawan yang memang
khusus diturunkan dalam program tersebut, jadi menurut saya PT. Lonsum
memang punya struktur organisasi yang punya bidang kerja masing-
masing”. (Hasil wawancara dengan bapak IQN, pada tanggal 28 Agustus
2018)
Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat di ketahui

bahwa pengelompokan dan pembagian kerja yang merupakan bagian penting
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dalam pengorganisasian dalam mencapai tujuan dari perusahaan pada PT. London
Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba dianalisis dari pernyataan salah satu tokoh
masyarakat di sini cukup baik, hal tersebut terlihat dari adanya karyawan yang
berbeda yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan suatu program
pertanggungjawaban sosial perusahaan berdasarkan kemampuan dan skill yang
dimiliki setiap kelompok unit kerja departemen Corporate Social Responsibility.

Pengelompokan dan pembagian kerja dalam sebuah perusahaan
merupakan hal yang umum diberlakukan. Pembagian kerja tersebut merupakan
salah satu strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak menajemen agar hasil
program kerja perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ha ini
disebabkan karena masing-masing pegawai/karyawan bekerja berdasarkan
tanggung jawab dan kewenangan yang dimilikinya baik antar bidang maupun
antar sub unit. Sehingga tidak menimbulkan beban kerja yang lebih kepada
masing-masing karyawan dan untuk lebih memudahkan pekerjaan yang
dipikulnya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa dalam
pembagian dan pengelompokan kerja pada PT. PP. LONSUM Tbk yang terletak
di Kabupaten Bulukumba, pembagian kerja terbagi ke dalam pimpinan pucuk,
pimpinan menengah dan pimpinan bawah yang kesemuanya memiliki peran dan
fungs serta tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Apabila salah satu
bidang atau sub unit pada perusahaan tersebut tidak bekerja atau berjalan secara
maksimal dan sesuai dengan rencana kerja sebelumnya, maka hasil produksi

(target) akan sulit untuk dicapai atau kurang memuaskan. Oleh karena itu
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diperlukan pengelompokan-pengelompokan tugas dari masing-masing unit yang
ada untuk menciptakan harmonisasi kerja sekaligus sebagai bagian dari upaya
mangjemen perusahaan untuk dapat meminimalisir konflik kerja yang sewaktu-
waktu dapat sgja terjadi termasuk konflik eksternal yang ditimbulkan dari adanya
ketidakpuasan masyarakat di sekitar perusahaan akan program-program kerja
yang dilakukan oleh pihak mangemen PT. PP. LONSUM Tbk yang berhubungan
dengan sektor sosial kemasyarakatan.

Berbagai hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa salah satu unsur yang dilakukan agar pengorganisasian
lebih efektif dalam melakukan program Corporate Socia Responsibility yaitu
dengan adanya pngelompokan dan pembagian kerja yang menjadi struktur
organisas yang teratur dalam tahap ini sudah baik, ha tersebut terlihat dari
adanya suatu kelompok kerja yang hirarki, terstruktur dan memilki job description
yang berbeda-beda, sehingga dalam menjalankan program dapat terukur tujuan
dari perusahaan yang ingin dicapai.

3. Pembentukan Struktur Kewenangan dan M ekanisme K oordinasi

Pengorganisasian bermanfaat untuk mencapal tujuan dimana individu-
individu tidak dapat mencapainya sendiri, sekelompok orang yang bekerja sama
secara koperatif dan terkoordinasikan dapat mencapai hasil yang lebih dari pada
dilakukan perorangan. Suatu perusahaan harus dapat memberikan gambaran yang
jelas tentang pembagian tanggungjawab pada ruang yang jelas dan sesuai
tingkatnya masing-masing, demikian juga masing-masing mempunyai

tanggungjawab dan hak sesuai dengan wewenang masing-masing.
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Pengorganisasian pada tahap ini peneliti membagi dua indikator untuk
mengukur tingkat efektitivitas program Corporate Social Responsibility yaitu:
a.  Pembentukan Struktur Wewenang

wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang
untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat
sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yag sah dan lega untuk dapat
mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Daam pelimpahan tanggungjawab dan wewenang pimpinan memutuskan
bagian apa yang akan dikerjakan sendiri dan bagian apa yang harus dilimpahkan
tanggungjawab dan wewenang sendiri. Manusia memiliki fisik dan kecakapan
yang terbatas, karena itu tidak mungkin seorang pipinan memikul tanggungjawab
atau wewenang diluar kemampuannya, makin luas suatu lapangan kerja sebuah
perusahaan makin perlu pembagian kerja yang tegas tentang wewenang dan
tanggungjawab yang akan dilakukan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Humas
PT. London Sumatra Indonesia Cabang Bulukumba yang mengatakan:

“Presiden Direktur perusahaan telah membuat dan membentuk setiap unit
kerja dan setigp unit kerja tersebut mempunya wewenang dan
tanggungjawab masing-masing, seperti saya halnya diberi wewenang
dalam mengelola departemen CSR ini, saya yang menentukan pada setiap
strukur bidang yang ada pada departemen ini untuk bekerja sesuai dengan
bidang-bidangnnya”. (Hasil wawancara dengan bapak RSL, pada tanggal
28 Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan diatas, maka dapat di ketahui
bahwa dalam membentuk suatu struktur kewenangan dalam pengorganisasian

setiap karyawan yang ada di Departeman Corporate Social Responsibility pada
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PT. London Sumatra Indonesia ditentukan oleh pimpinan perusahaan berdasarkan
kemampuan dalam memimpin para karyawan yang berada dibawah jalur
koordinasinya, sehingga dalam melaksanakan suatu program kerja tidak terjadi
gesekan yang menyebabkan miskomukasi pada setiap karyawan yang berada pada
unit kerja tersebut. Pembetukan struktur wewenang tersebut meruapakan tugas
dari Presiden Direktur yang kemudian memberikan wewenang pada orang yang
memimpin departemen CSR.

Kemudian penditi melanjutkan wawancara dengan Staf Departemen
Corporate Social Responsibility yang mengatakan:

“dalam departemen CSR ini semua memilki wewenang untuk
dipertanggungjawabkan, seperti kami yang berada pada staf departemen
CSR yang mengatur jadwa kegiatan yang telah dibuat untuk
diredlisasikan, pertanggungjawaban kami langsung pada pimpinan
departemen CSR, agar dalam menjalankan program kerja tidak rancau
maka ada koordinasi pada setiap unit kerja”. (Hasil wawancara dengan
bapak MNS, padatanggal 28 Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan diatas, maka dapat di ketahui
bahwa adanya koordinas pada setiagp unit kerja yang ada di Departemen
Corporate Socia Responsibility PT. London Sumatra Indonesia yang membuat
para karyawan dalam melaksanakan program pertanggungjawaban sosial
perusahaan berjalan dengan efektif. Bentuk wewenang tersebut dibuat terstruktur
agar adanya job description yang jelas dan mempunyai kewenangan dan tanggung
jawab masing-masing unit pembagian kerja dan wilayah kerjanya.

Pengorganisasian dalam suatu perusahaan dapat dikatan bak jika

pendelegasian wewenang dan koordinasinya ada, wewenang tersebut merupakan



bentuk fungsi organisasi dalam mencapai tujuan, maka dari itu dibutuhkan suatu
unit kerja atau departemen yang diberi kepercayaan dalam menjalankan fungsi
bidangnya yang saling berkoordinasi agar tercipta keharmonisan setiap karyawan.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah satu anggota
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada disekitaran perusahaan mengenai
pendapatnya tentang pembentukan wewenang dan mekanisme koordinas pada
PT. London Sumatra Indonesia yang mengatakan:

“kalau soal bagaimana pembentukan wewenang pada PT. Lonsum tersebut
sepengetahuan saya itu dibentuk oleh pimpinan perusahaan, dan memberi
amanah setigp yang diberi wewenang tersebut, dan yang saya lihat ada
keharmonisan dalam suatu kelompok kerja yang ada di departemen CSR
tersebut, karena jika biasa ada program dari CSR para karyawan bekerja
dengan baik dan terkoordinasi”. (Wawancara dengan bapak RDT, pada
tanggal 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara dengan informan diatas telah menunjukkan bahwa
adanya keharmonisan dalam bekerja yang menjelaskan baiknya mekanisme
koordinas pada departemen Corporate Socia Responsibility yang berdampak
efektif pada program pertanggungjawaban sosial perusahaan, koordinas tersebut
pula merupakan bagian dari wewenang yang telah diberikan pimpinan perusahaan
kepada salah seorang yang mampu menjalankan tujuan pencapaian pada
perusahaan PT. Lonsum tersebut. Setelah dibentuk dan ditempatkan karyawan
yang didelegasikan wewenang untuk mengelola bidang tersebut maka
pertanggungjawabannya pula ke pimpinan perusshaan atas keberhasilan dan
kegagal an dalam pel aksanaan pekerjaan yang diberikan.

Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor

kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian
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wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian
wewenang adal ah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan
menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang,
maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar mangjer
dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama
di saat terjadi perubahan susunan manajemen.

b. Mekanisme Koordinasi

Koordinas diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan,
menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang
spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan
secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif
spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan
karyawan menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis, mekanisme
pengkoordinasian ini akan membantu para karyawan menjaga perhatiannya pada
tujuan perusahaan dan mengurangi ketidak efesienan dan konflik-konflik yang
merusak.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Staf Departemen
Corporate Social Responsibility mengenai pembentukan struktur wewenang dan
mekanisme koordinasi yang mengatakaan:

“pada mekanisme koordinasi, pimpinan yang mempunyai wewenang
dalam mengatur jalnnya suatu pekerjaan agar tetap saling berkoordinasi
pada setiap unit pekerjaan yang ada seperti melakukan koordinasi dengan
masyrakat tentang keterlibatan dalam melakukan program CSR, kemudian
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berkoordinasi pada setiap unit kerja yang ada di departemen ini (Hasil
wawancara dengan bapak DM S, padatanggal 28 Agustus 2018)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan diatas, maka dapat diketahui
bahwa dalam suatu perusahaan agar tujuan dari program dapat dicapai dengan
efiktif maka perlu suatu pengorganisasian yang membentuk suatu struktur
wewenang dan mekanisme koordinasinya. Pada wawancara tersebut terlihat
bahwa Departemen Corporate Social PT. London Sumatra Indonesia telah dengan
baik melakukan suatu koordinasi dengan masyarakat dalam keterlibatan mereka
pada program pertanggungjawaban sosia perusahaan yang akan dilaksanakan,
kemudian dengan mekanisme koordinasi yang harmonis antara para karyawan dan
setigp unit kerja Sehingga kefektifan program pertanggungjawaban sosia
perusahaan dapat tercapai dengan baik.

Senada dengan hal tersebut, peneliti kemudian melanjutkan wawancara
dengan Kepala Desa Tammatto tentang pembentukan wewenang dan mekanisme
koordinasi pada PT. London Sumatra Indonesia yang mengatakan

“jika ada program dari CSR saya biasa terlibat didalamnya, ada struktur
dari perusahaan yang mempunyai wewenang yang berbeda-beda dalam
menentukan jenis dan tipe pekerjaan, dan biasanya jika program dari
perusahaan itu yang melibatkan pihak masyarakat dan perusahaan yang
disepakati ada karyawan yang berbeda yang turun mengerjakan, semua
serba terkoordinasi, seperti yang saya lihat mereka tidak bekerja yang
bukan bidangnya, semua sesual dengan bidang kerjanya masing-masing”.
(Hasil wawancara dengan bapak ASS, pada tanggal 28 Agustus 2018)

Hasil wawancara dengan informan diatas telah menjelaskan bahwa dalam
perusahaan PT. London Sumatra Indonesia tersebut pengorganisasian dalam

pembentukan wewenang dan mekanisme koordinasi berjalan dengan baik, hal
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tersebut terlihat dari pernytaan dari Kepala Desa Tomatto yang mengatakan
adanya bidang-bidang yang telah diberi kewenangan dalam melaksanakan
program perusahaan untuk dikerjakan sesuai dengan job tiap-tiap bidang, dari
pembagian wewenang tersebut yang saling berkoordinasi untuk bekerja
berdasarkan fungsi dan job descriptionnya. Koordinasi dimaksudkan untuk
mensinkronkan dan mengintegritaskan segala tindakan, supaya terarah pada
sasaran yang ingin dicapai.

Pembentukan struktur wewenang hendaknya menempatkan orang-orang
pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian dan keterampilan
yang dimiliki. Seseorang yang telah diberi wewenang tersebut hanya
bertanggungjawab kepada orang yang memberikan wewenang tersebut, seperti
pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis
wewenang dan pelimpahan wewenang. Pendelegaian wewenang juga dari
seseorang ataupun kelompok harus jelas sehingga efektif dalam pelaksanaan
kerjanya.

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh
masyarakat yang berada disekitar PT. London Sumatra Indinesia agar lebih jelas
mengetahu pembentukan struktur wewenang dan mekanisme koordinasi:

“menurut saya pembentukan struktur kewenangan pada PT. Lonsum
merupakan wewenang direktur perusahaan, seperti departemen CSR yang
punya struktur bidang kerja yang jelas, dan saling bekerjasama pastinya,
seperti ada bantuan dari CSR untuk kegiatan kemasyarakatan biasa saya
lihat karyawan yang berbeda pada program yang berbeda, untuk
mekanisme koordinasinya seperti  memasukkan proposal kegiatan
kemasyarakatan pasti dikoordinasikan langsung pada pimpinan”. (Hasil
wawancara dengan bapak IQN, padatanggal 28 Agustus 2018)
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Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa memang
ada pembentukan struktur kewenangan yang jelas pada PT. London Sumatra
Indoneisa, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi informasi umum tentang suatu
struktur wewenang untuk menjadi informasi publik. Mekanisme koordinasi yang
diketahui masyrakat pada umumnya hanya bentuk koordinasi karywan ke
pimpinan, jadi jika ditarik kesimpulan pada hasil wawancara tersebut dengan
adanya suatu bentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi dengan itu
pengorganisasian dalam tahap ini sudah cukup baik, karena dengan adanya
pembentukan wewenang tersebut pekerjaan datap bersatu untuk mencapai tujuan
yang bersama sehingga keharmonisan karyawan dalam bekerja juga efektif
dengan adanya hubungan koordinasi yang jelas.

Wewenang yang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan
yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsi yang dijalankan dengan sebaik-baiknya,
yang terdiri dari berbagai aspek yaitu wewenang dalam mengambil keputusan,
wewenang perintah, dan wewenang dengan batas waktu tertentu, dengan demikian
akan mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang akan bertabnggungjawab
dengan pekerjaan yang akan diberikan kepada karyawan sehingga tercapai tujuan
yang diinginkan.

Berbagai hasil wawancara diatas setelah peneliti menganilis dan menarik
kesimpulan bahwa tujuan dari program Corporate Social Responsibility di PT.
London Sumatra Indonesia dapat efektif dengan adanya pengorganisasian yang
dilakukan dalam membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi

sehingga lebih baik, dengan begitu padatahap ini dapat dikatan baik.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai

Pengorganisasian Corporate Social Responsibility pada PT. PP. London Sumatra

Indonesia di Kabupaten Bulukumba. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan

bahwa Pengorganisasian Corporate Social Responsibility PT. London Sumatra

Indonesia Tbk, yang berada di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari

1. Penerimaan fadlitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk
melaksanakan rencana sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari beragai
fasilitas dan perlengkapan yang telah diterima oleh karyawan yang berada
diberbagai bidang kerja Departemen Corporate Social Responsilbity untuk
melakukan program yang telah ada pada bidang pertanggungjawaban sosial
perusahaan. Bahkan penerimaan bantuan dari program CSR tersebut yang
diberikan kepada masyarakat maupun untuk sarana ibadah pendidikan dan
kesehatan dilakukan karyawan yang telah diposisikan dalam melaksanakan
berbagai agenda program tanggungawan sosial perusahaan.

2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur
pula sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya suatu kelompok kerja
yang hirarki, terstruktur dan memilki job description yang berbeda-beda,
sehingga dalam menjalankan program dapat terukur tujuan dari perusahaan

yang ingin dicapai.
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Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi juga sudah
baik, ha tersebut juga dapat dilhat dari program Corporate Social
Responsibility di PT. London Sumatra Indonesia dapat efektif dengan adanya
pengorganisasian yang dilakukan dalam membentuk struktur wewenang dan
mekanisme koordinas sehingga lebih baik, dengan begitu pada tahap ini

dapat dikatan baik.

B. Saran

Sesual dengan hasil penelitian tentang Pengorganisasian Corporate Social

Responsibility pada PT. PP. London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba,

maka dari itu penulis manyarankan kepada:

1

PT. PP. LONSUM Tbk

Agar pelaksanaan program-program sosial yang dilakukan kepada
masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat sehingga program yang
dilaksanakan dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat.

M asyarakat

Kiranya dapat ikut berperan/berpartisipas dalam menyukseskan berbagai
kegiatan-kegiatan program sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan, agar
hubungan antara masyarakat dan perusahaan dapat terjalin secara lebih

harmonis dan seimbang.
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